| PELAKSANAAN PERATURAN DAEﬁAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 14 TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan

. bahwa berdasarkan pertimbangan

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198

TENTANG

PERKOTAAN

BUPATI LUWU,

Caerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan, maka perlu sege
dilaksanakan,;

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu -
ditetapkain dengan Peraturan Bupati.

tentang Pembentukan Daerah-Daera
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 4286);

tentang Hukum Acara Pidana (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang............

24

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan
(Lemburan Negara Republik  Indonesia
Tahun 1983 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3084) ,

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara 'Repubiik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

.. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389): :

6. Undang-undanag.................



72

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20
tentang Pemerintahan Daerah, (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 443
sebagaimana telah diubah terakhir denga
Undang-undang Nomor 12 Tahun 200
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nega
. Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20
tentang Perimbangan Keuangan anta
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2004 Nomor 126, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986
tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang
Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3339);

11. Peraturan.........

11,

12

13.

14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun
2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun
2000 tentang Tata Cara Penjualan
Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4050),

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang  Negara/Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
20056 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan...........



16.

18.

 Piutang ° Negara/Daerah  (Lembaran
Negara Republlk indonesia Tahun 200

- Republik Indonesia Nomor 4488);

19. _
" Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusa
'~ Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

20.

“ Nomor 4737);

i
. 2007 tentang Pengelolaan

5 T

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahur

2007 tentang Pembagian Urusa

Pemerintahan Antara Pemerinta
Pemerintah Daerah  Provinsi d
Pemerintah Daerah  Kabupaten/Ko
(Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesid

Peraturan Pemerintah Nomcr 39 Tahu

Negara/Daerah  (Lembaran  Nega
Republik Indonesia Tahun 2007 Nom
83, Tambahan Lembaran Negara Nom
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahu
2005 tentang Tata Cara Penghapusa

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan. Daerah Kabupaten L

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan
Daerah° Kabupaten Luwu
Anggaran 2010;

21. Peraturan.............
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21, Paraluran Dasrah Kabupaten Luwu Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan 'edesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSBKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG
PELAKBANAAN PERATURAN DAERAH
. KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDEBAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 1
Melaksanakan Peraturan Dasrah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun

2011 tentany Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan.

Pasal 2

(1) Menunjuk Dinas Pengelolaan Daerah Kabupaten Luwu dengan
berkoordinasl pada Batunn Kerja Perangkat Daerah yang terkait
sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 1 Peraturan Bupati ini

(2) Menugaskan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Luwu melakukan koordinasi, monitiring dan evaluasi serta '
membuat laporan kepada Bupati Luwu melalui Sekertaris Daerah
terhadap pengelolaan dan pungutan pajak-pajak daerah.

Pasall...........
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Luwu. -

Ditetapkan di Belopa,
_pada tanggal 10 Maret 2011
BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa,
pada tanggal 10 maret 2011

SEKRETARIS DAER_AH KABUPATEN LUWU

SYAIFUL ALAM
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 14




	Untitled-38.pdf
	Untitled-39.pdf
	Untitled-40.pdf
	Untitled-41.pdf

